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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 219/PMK.05/2013 
TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 
o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan berwenang 
untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan 
keuangan negara; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah perlu 
menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual; 

c. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem akuntansi 
dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan untuk menerapkan standar 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, Menteri Keuangan perlu 
menetapkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- 
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan di lingkungan pemerintah pusat; 
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d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian 
pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 
keuangan, prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan di lingkungan pemerintah 
pusatsebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu 
ditetapkan dalam suatu kebijakan akuntansi;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Standar Akuntansi Pemerintahanyang selanjutnya disingkat 

SAPadalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

2. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
pemerintah pusat. 

3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

4. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 
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